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MOTTO : 

“Dan jika kamu menghitunng nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan 

mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, 

Maha Penyayang”. 

(QS. AN- NAHL : 18) 

 

 

 

Ku Persembahkan untuk : 

◊ Diri Sendiri yang telah berjuang dan bertahan 

hidup hingga dapat menyelesaikan perkuliahan 

◊ Kedua orang tuaku yang selalu memberikan 

support serta doa dan pengorbanan yang besar 

dalam mendidik saya untuk masa depan 

◊  Big Family & CV. Cempaka 

◊ Almamater kebangganku Universitas 

Muhammadiyah Palembang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

ABSTRAK 
HAK KEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DI LIHAT  

DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM 
TIARA DESTIANA 

 
Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara 

keseluruhan dan merupakan bagian kecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris 
sangat erat kaitannya dengan hak waris dari kedua orang tuanya untuk mendapatkan 
hak-hak dan kewajiban sebagai akibat dari adanya perzinahan yang menghasilkan 
anak diluar nikah atau anak tidak sah oleh hukum waris. Dalam sistem kewarisan 
di Indonesia anak mempunyai kedudukan yang diutamakan dibandingkan ahli waris 
yang lain baik itu menurut hukum Islam, perdata ataupun hukum adat oleh karena 
mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, artinya lain-
lain sanak keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si pewaris meninggalkan anak. 
Rumusan Masalanya untuk mengetahui kedudukan anak luar kawin menurut 
Hukum Perdata dan Hukum Islam hak pembagian waris anak luar kawin dalam 
hukum waris Islam. 

 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini 

adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu 
penelitian hukum yang dilakuakan dengan cara meneliti bahan pustaka atau atau 
data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan 
bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu 
kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

 
Kedudukan (status) anak yang lahir di luar kawin merupakan suatu masalah 

bagi anak luar kawin ini, karena mereka tidak bisa mendapatkan hak-hak dan 
kedudukan sebagai anak pada umumnya seperti anak sah. Hak anak selama masih 
dalam kandungan sampai selesai menyusui ibunya memiliki hak yang sama antara 
anak sah maupun anak luar kawin. Anak di luar nikah yang diakui secara sah 
mempunyai hubungan hukum dengan orang tua yang mengakuinya. Hubungan 
hukum antara anak di luar nikah dengan orang tuanya baru ada jika sudah ada 
pengakuan secara sah. Kedudukan anak di luar nikah tidaklah sama dengan 
kedudukan anak sah dalam pewarisan karena anak sah dapat mewaris harta 
peninggalan orang tuanya tanpa memperdulikan adanya ahli waris. 

 
Kata kunci : Kedudukan , anak, hak, waris. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah untuk membina rumah tangga 

dan keluarga sejahtera bahagia di mana kedua suami istri memikul amanah dan 

tanggung jawab. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan 

merumuskan, bahwa Perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan di atas, tampak bahwa 

suatu rumusan arti dan tujuan dari perkawinan. Arti “Perkawinan” dimaksud adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, 

sedangkan “tujuan” perkawinan dimaksud adalah membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna 

dan arti dari perkawinan menjadi lebih dalam, karena selain melibatkan kedua 

keluarga juga lebih berarti untuk melanjutkan keturunan, keturunan merupakan hal 

penting dari gagasan melaksanakan perkawinan.  

Menurut ketentuan Pasal 80 KUHPerdata, sebelum berlakunya Undang-

Undang Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan harus dilakukan di hadapan 

Pejabat Kantor Catatan Sipil. Dalam Pasal 81 KUHPerdata disebutkan, bahwa 

perkawinan secara agama harus dilakukan setelah perkawinan di hadapan Kantor 

Catatan Sipil. Dengan demikian, apabila perkawinan hanya dilakukan secara agama 



 
 

  
 

dan tidak dilakukan di hadapan Pejabat Catatan Sipil, maka konsekuensi hukumnya 

dari berlakunya Pasal 80 jo 81 KUHPerdata di atas, yaitu antara suami dan istri 

dan/atau antara suami/ayah dengan anak-anaknya (kalau ada anak yang dilahirkan 

dalam perkawinan tersebut), tidak akan ada hubungan-hubungan perdata. 

Hubungan Perdata yang dimaksud adalah antara lain hubungan pewarisan antara 

suami dan istrinya dan/atau suami/ayah dengan anak-anaknya serta keluarganya, 

apabila di kemudian hari terdapat salah seorang yang meninggal dunia.  

Perkawinan yang telah dilangsungkan menurut hukum agama dan 

kepercayaan harus dicatat oleh petugas pencatat dengan maksud agar terjadi tertib 

administrasi pemerintahan dan kependudukan. Terciptanya tertib administrasi 

kependudukan berarti menghindarkan kekacauan administrasi yang berhubungan 

dengan kepastian kedudukan hukum seseorang.1 

Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang tidak tercatat, artinya secara 

material telah memenuhi ketentuan syari'at dan dianggap sah secara agama tetapi 

tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan 

yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan tidak 

tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di hadapan Pak Kiai atau tokoh 

agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah.  

 
1 Victor M. Situmorang, 2022 Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di 

Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 110-112 



 
 

  
 

Perkawinan ini tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang 

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2 

Dalam kondisi tersebut, anak-anak yang dilahirkan dari perzinaan tentu saja 

akan menempatkan anak keturunan sebagai anak tidak sah secara materiil maupun 

formil. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan 

bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan 

yang sah. Sedangkan syarat sah perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-undang 

Perkawinan dalam ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan 

dalam ayat (2) disebutkan bahwa tiaptiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Apabila suatu perkawinan tidak memenuhi 

kedua unsur sebagai mana diatur dalam pasal tersebut di atas, maka perkawinan 

dianggap tidak sah menurut hukum negara maupun hukum agama. 

Undang-Undang Perkawinan, mengenal dua macam status anak yaitu anak 

sah dan anak luar nikah, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 42 Undang-undang 

Perkawinan menyebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau 

sebagai akibat perkawinan yang sah. Undang-undang ini tidak menyebutkan adanya 

suatu tenggang waktu untuk dapat menentukan keabsahan seorang anak. Sementara 

Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang anak supaya dapat dianggap 

 
2 Chatib Rasyid. Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda 

Dengan Anak Hasil Zina (Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-
VII/2012). Seminar Status Anak Di Luar Nikah dan Hak Keperdataan lainnya, 
pada tanggal 10 April 2012, di IAIN Walisongo Semarang 
 



 
 

  
 

sebagai anak yang sah dari suami ibunya, anak itu harus lahir sekurang-kurangnya 

enam bulan sesudah pernikahan atau di dalam tenggang 'iddah selama empat bulan 

sepuluh hari sesudah perkawinan terputus. 

Selanjutnya, ada dua pengertian tentang anak luar kawin. Pertama, anak 

yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Kedua, anak yang di 

benihkan di luar perkawinan tapi dilahirkan setelah orang tuanya melakukan 

perkawinan. Dalam Hukum Islam anak luar kawin hanya memiliki nasab dengan 

ibunya dan keluarga ibunya. Hubungan nasab berbeda dengan perdata. Sekalipun 

anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya tetapi tidak 

mempunyai nasab dengan anak luar kawin. Misalnya, jika si anak berkelamin 

perempuan, ketika dia mau menikah maka ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali 

nikah. Ini artinya tidak ada hubungan nasab antara ayah dan anaknya atau tidak ada 

hubungan yang sah antara ayah dan anak.  

Hukum Islam tidak mengenal adanya pengakuan, status anak luar kawin 

tidak bisa diubah menjadi anak luar kawin yang diakui seperti dalam KUHPerdata. 

Kedudukan anak luar kawin tersebut  hanya memiliki hubungan perdata dengan 

ibunya sementara dengan ayahnya tidak memiliki hubungan hukum kecuali adanya 

pengakuan ayahnya terhadap anak tersebut yang harus dilakukan dengan akta 

otentik.3 Sesuai dengan ketentuan Pasal 284 KUHPerdata, dengan pengakuan, 

maka status anak luar kawin dapat diubah menjadi anak luar kawin yang diakui. 

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata anak luar kawin dianggap tidak mempunyai 

 
3 J Satrio. 2005 Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam 

Undang-Undang, Citra Aditya Bakti, Bandung : hlm. 109 
 



 
 

  
 

hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari 

ayahnya maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui 

maka ia akan dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, 

dan tentunya pembagian warisan berdasarkan Undang-Undang.  

Ketentuan ini dipertegas pula dengan ketentuan pasal 100 Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia. Juga tentang hak waris anak tersebut hanya bisa menjadi 

ahli waris dari ibu dan keluarga ibu, dan belum tentu dapat pula sebagai ahli waris 

dari ayah biologisnya. Kedudukan anak luar kawin berada di bawah perwalian dan 

hak anak luar kawin untuk menikmati warisan melalui surat warisan dibatasi. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis 

tertarik untuk menulis skripsi dengan judul:  “HAK KEWARISAN ANAK LUAR 

KAWIN DI LIHAT DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM”   

 

B. Permasalahan  

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dalam kajian penulisan 

skripsi ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Perdata dan 

Hukum Islam? 

2. Bagaimanakah hak pembagian waris anak luar kawin dalam hukum 

waris Islam? 

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan 

masalah anak luar kawin dengan mengambil lokasi penelitian di Kantor Pengadilan 



 
 

  
 

Agama Palembang, dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal 

lain yang berhubungan dengan permasalahan.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Kedudukan status anak luar kawin dalam Hukum Perdata dan Hukum 

Islam 

2. Pembagian hak waris anak luar kawin dalam Hukum Waris Islam 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan pemikiran 

khususnya bagi hukum perdata dan hukum Islam yang dipersembahkan sebagai 

pengabdian pada almamater. 

 

D. Kerangka Konseptual  

Dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Palembang disebutkan bahwa: “Definisi operasional atau 

kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti”. 

Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, 

masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan 

definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan 

perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk 

mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih 

terfokus.  



 
 

  
 

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu 

dikemukakan beberapa konseptual operasional sehubungan dengan istilah-istilah 

yang terkait dengan permasalahan, Hak Kewarisan Anak Luar Kawin Di Lihat Dari 

Hukum Perdata Dan Hukum Islam antara lain sebagai berikut: 

• Hak ialah tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kekuasaan, 

kewenangan, untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukanoleh undang-

undang dan aturan)4. 

• Kewarisan / warisan ialah segala sesuatu peninggalan (bisa asset dan bisa 

utang) yang ditinggalkan oleh pewaris (orang yang meninggal) dan  

diwasiatkan kepada Ahli waris5. 

• Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan 

kewajiban seseorang dalam masyarakat6. 

• Anak luar kawin ialah anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya7. 

• Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah 

untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang 

berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang 

 
 4 http://eprints.binadarma.ac.id/8937/1/TUGAS%2011%20COMBINE.pdf, diakses 5 mei 
2023 pukul 09:50. 
 5 https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/fakta-harta-warisan-syarat-
ketentuan-dan-cara-pembagian#, diakses 5 mei 2023 pukul 09:50. 
 6 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum_perdata, diakses 5 mei 2023 pukul 09:50. 
 7https://jdih.sukoharjokab.go.id/informasi/detail/64#:~:text=Anak%20yang%20lahir%20
di%20luar%20ketentuan%20180%20hari%20dianggap%20sebagai,hubungan%20nasab%20deng
an%20ayah%20biologisnya, diakses 5 mei 2023 pukul 09:50. 
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berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat 

Muslim semuanya8. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah dengan metodelogi penelitian 

Yuridis Normatif, dengan maksud penelitian difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum islam dan hukum 

perdata, yaitu dengan maksud menggunakan bahan hukum sekunder. 

 

2. Sumber/Jenis Data 

A. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan (Library Research), diantaranya : 

1. KUHPerdata 

2. Undang-Undang Perkawinan 

3. Kompilasi Hukum Islam 

B. Data Primer 

Bahan data sekunder adalah data yang terdiri dari atas buku-buku (textbooks) 

yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh (de herseende leer), jurnal-

jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yuridisprudensi dan 

hasil-hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. 

 

 
 8 https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam, diakses 5 mei 2023 pukul 09:50. 

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Syariat_Islam


 
 

  
 

4. Teknik pengolahan data  

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang 

terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu 

data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan, 

dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.  

 

5. Analisis Data  

Data yang di analisis secara kualitatif yaitu cara pengolahan dan analisisnya  

secara non statistik. Analisis data merupakan upaya pengolahan, manipulasi, 

pengorganisasian dan penyimpulan data untuk memperoleh jawaban terhadap 

masalah yang sedang diteliti serta terkait dengan judul. 

F. Sistematika Penulisan  

Rencana penulisan skripsi ini akan disusun secara keseluruhan yang terdiri 

dari empat bab yaitu:  

BAB I   : Pendahuluan  

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang 

lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, 

serta sistematika penulisan.  

BAB II  : Tinjauan Pustaka  

Pada bab ini disajikan tentang kerangka teori yang erat 

kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.  

BAB III  : Pembahasan  



 
 

  
 

Hak Kewarisan Anak Luar Kawin Di Lihat Dari Hukum 

Perdata Dan Hukum Islam 

BAB IV  : Penutup 

Bab ini penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang 

dijabarkan pada skripsi ini serta memberikan saran. 
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